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ABSTRACT  

The practice of talak lisan (oral divorce) outside the court remains prevalent across various regions in Indonesia, including 

Probolinggo City, and poses serious challenges to the protection of women’s rights following divorce. This phenomenon 

contradicts Indonesia’s positive legal framework, which mandates that all forms of divorce must be authorized through 

court proceedings to ensure legal certainty and substantive justice, particularly for the affected women. This study aims to 

analyze the procedural conflict between oral divorce practices and the formal legal system, as well as their implications on 

the legal status and rights protection of women who experience divorce without judicial endorsement. A qualitative 

approach was employed, using a case study strategy and a normative-juridical method enriched with empirical data gathered 

through semi-structured interviews and document analysis. The findings reveal that oral divorce practices are often 

legitimized by socio-religious norms and the authoritative role of religious figures, yet they fail to provide legal safeguards 

concerning spousal maintenance, child custody, and civil status. This procedural disparity weakens women's legal standing 

and highlights a critical gap in the implementation of gender justice and legal certainty within Indonesia’s Islamic family law 

system. The study offers both conceptual and practical contributions toward reforming Islamic family law to be more 

responsive to social realities and the need for legal protection of women, and it advocates for greater harmonization 

between religious law and state law within the family justice system. 
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ABSTRAK 

Praktik talak lisan yang dilakukan di luar pengadilan masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota 

Probolinggo, dan menimbulkan persoalan serius dalam perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Fenomena ini 

bertentangan dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang mewajibkan setiap bentuk perceraian untuk disahkan melalui 

proses peradilan guna menjamin kepastian hukum serta keadilan substantif bagi pihak yang terdampak, khususnya 

perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertentangan prosedural antara praktik talak lisan dengan sistem 

hukum formal, serta dampaknya terhadap status hukum dan perlindungan hak-hak perempuan yang menjadi korban 

perceraian tanpa melalui pengadilan. Pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus digunakan dalam penelitian ini, 

dengan metode normatif-yuridis yang diperkuat oleh data empiris dari wawancara semi-struktural dan studi dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik talak lisan umumnya dilegitimasi oleh norma sosial-keagamaan dan peran 

otoritatif tokoh agama, namun tidak memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri seperti nafkah, hak 

asuh anak, dan status perdata. Ketimpangan prosedural ini memperlemah posisi hukum perempuan dan menciptakan celah 

serius dalam pelaksanaan prinsip keadilan gender dan kepastian hukum dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. 

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam mendukung reformasi hukum keluarga Islam yang lebih 

responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan perlindungan hak perempuan, serta mendorong perlunya harmonisasi 

antara hukum agama dan hukum negara dalam sistem peradilan keluarga. 

 

Kata Kunci: Talak L isan, Hukum Keluarga Islam, Perceraian, Pengadilan Agama, Hak Perempuan 
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PE NDAHUL UAN   

Perceraian merupakan fenomena sosial dan hukum yang terus mengalami peningkatan di 

berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Meskipun hukum nasional telah mengatur mekanisme 
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perceraian secara formal melalui lembaga peradilan, praktik perceraian secara lisan (talak) di luar 

pengadilan masih sering dijumpai dalam masyarakat Muslim, terutama di wilayah yang kental dengan 

nilai-nilai keagamaan dan tradisi lokal. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas relasi 

antara norma agama dan hukum negara, tetapi juga menunjukkan lemahnya kontrol institusional 

terhadap praktik sosial yang menyangkut hak-hak individu, khususnya perempuan. Secara global, 

persoalan talak di luar pengadilan telah menjadi sorotan karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian 

hukum dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan gender.
1

 Di Indonesia sendiri, ketentuan 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mewajibkan proses 

perceraian dilakukan melalui sidang pengadilan untuk menjamin perlindungan hak-hak istri dan anak.
2

 

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan terjadinya kesenjangan antara norma 

hukum formal dan praktik sosial-keagamaan dalam masyarakat. Praktik talak lisan di luar pengadilan 

masih dianggap sah oleh sebagian masyarakat berdasarkan pandangan fiqh klasik atau otoritas 

keagamaan lokal, tanpa mempertimbangkan prosedur hukum positif yang berlaku.
3

 Kesenjangan ini 

menimbulkan dampak serius bagi perempuan, terutama dalam hal hak nafkah, hak atas harta bersama, 

dan hak asuh anak.
4

 Di Kota Probolinggo, misalnya, masih ditemukan kasus-kasus talak yang dilakukan 

secara sepihak oleh suami tanpa proses hukum yang sah, sehingga memperlemah posisi hukum 

perempuan pasca perceraian. Praktik ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga 

membatasi akses perempuan terhadap keadilan.
5

 

Dalam kerangka teoritis, kajian ini berlandaskan pada tiga pendekatan utama: teori keadilan 

gender, teori kepastian hukum, dan prinsip hukum keluarga Islam (fiqh al-usrah). Teori keadilan gender 

digunakan untuk menganalisis bagaimana praktik talak lisan menciptakan ketimpangan relasi kuasa dan 

hak antara suami dan istri dalam konteks sosial keagamaan.
6

 Sementara itu, teori kepastian hukum 

menekankan pentingnya prosedur formal dalam menjamin hak-hak sipil dan perlindungan hukum bagi 
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semua pihak.
7

 Prinsip fiqh al-usrah dijadikan sebagai basis normatif untuk memahami legalitas dan 

prosedur talak dalam perspektif hukum Islam, sekaligus mengidentifikasi ruang negosiasi antara hukum 

syariat dan hukum nasional dalam konteks negara hukum seperti Indonesia.
8

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini secara eksplisit bertujuan untuk menganalisis 

pertentangan antara praktik talak lisan dengan prosedur hukum formal dalam sistem hukum Indonesia, 

serta dampaknya terhadap hak-hak perempuan. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam studi ini 

adalah: (1) Bagaimana praktik talak lisan di luar pengadilan dilakukan dalam masyarakat Muslim di Kota 

Probolinggo? dan (2) Bagaimana pertentangan prosedural antara talak lisan dan hukum formal 

berdampak terhadap perlindungan hak perempuan dalam kasus perceraian? Pertanyaan penelitian ini 

mengarahkan pada investigasi mendalam terhadap dimensi normatif sekaligus empiris dari praktik cerai 

lisan yang masih membudaya dalam komunitas Muslim lokal.
9

 

Artikel ini menawarkan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam dua aspek utama. Pertama, 

secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana kekosongan 

prosedural dalam praktik talak berdampak langsung terhadap nasib hukum dan sosial perempuan pasca 

perceraian, khususnya di Kota Probolinggo.
10

 Kedua, secara teoretis, artikel ini memperkuat wacana 

akademik mengenai urgensi integrasi antara hukum agama dan hukum negara dalam konteks 

perlindungan hak asasi manusia, terutama hak perempuan dalam keluarga.
11

 Dengan demikian, artikel 

ini menyajikan kebaruan dalam pendekatan studi hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menyoroti 

kasus-kasus nyata yang terjadi di tingkat lokal, dan membangun argumen berbasis hukum positif, 

hukum Islam, serta keadilan gender secara integratif dan kontekstual.
12

 

Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini didasarkan pada tiga kerangka teori utama, yaitu teori keadilan gender, teori 

kepastian hukum, dan prinsip hukum keluarga Islam (fiqh al-usrah). Teori keadilan gender berakar dari 
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studi feminis dan digunakan untuk mengkaji bagaimana norma sosial dan hukum dapat melanggengkan 

ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam praktik hukum keluarga, khususnya dalam konteks 

perceraian.
13

 Teori kepastian hukum, yang bersumber dari tradisi hukum positivistik, digunakan untuk 

menilai pentingnya struktur formal dan prosedural dalam menjamin perlindungan hak-hak hukum, 

termasuk dalam urusan perceraian.
14

 Sementara itu, fiqh al-usrah merupakan konsep dalam hukum 

Islam yang menekankan tanggung jawab moral dan hukum dalam relasi keluarga, yang menjadi fondasi 

normatif dalam memahami talak dan konsekuensinya terhadap perempuan.
15

 

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik talak lisan di luar pengadilan masih 

banyak terjadi di Indonesia dan menimbulkan implikasi negatif terhadap hak-hak perempuan. Penelitian 

di Situbondo menemukan bahwa dominasi tafsir fiqh klasik menyebabkan talak lisan tetap dianggap sah 

oleh masyarakat meski bertentangan dengan hukum nasional, dan ini berdampak pada ketiadaan 

kepastian hukum bagi istri.
16

 Di sisi lain, studi di Yogyakarta menunjukkan bahwa meskipun hukum 

keluarga Islam Indonesia menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian seperti nafkah, mut’ah, dan 

hadhanah, implementasinya sangat bergantung pada sensitivitas gender para hakim.
17

 Penelitian lain 

mencatat bahwa faktor budaya, rendahnya kesadaran hukum, serta minimnya akses terhadap pengadilan 

agama menyebabkan banyak perempuan tidak dapat mengeksekusi hak-haknya secara efektif setelah 

perceraian.
18

 

Meskipun studi-studi tersebut memberikan kontribusi penting, terdapat celah penelitian yang 

belum terjawab secara tuntas, khususnya terkait bagaimana praktik talak lisan di luar pengadilan 

berlangsung secara sistematis di tingkat lokal dan dampaknya secara konkret terhadap hak-hak 

perempuan. Belum banyak kajian yang secara mendalam mengkaji bagaimana mekanisme informal 

dalam masyarakat Muslim lokal seperti di Kota Probolinggo mereproduksi praktik talak lisan, dan 
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bagaimana perempuan merespons kondisi tersebut secara hukum dan sosial.
19

 Selain itu, terdapat 

kekurangan dalam pemetaan peran institusi keagamaan lokal yang kerap kali menjadi rujukan otoritatif 

dalam urusan rumah tangga dan perceraian, namun sering kali abai terhadap mekanisme hukum formal 

yang diwajibkan negara.
20

 

Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menyajikan analisis mendalam atas praktik talak lisan 

yang terjadi di Kota Probolinggo sebagai kasus representatif dari ketegangan antara hukum formal 

negara dan hukum sosial-keagamaan. Dengan pendekatan studi kasus dan metode normatif-yuridis 

berbasis data empiris, artikel ini berupaya menunjukkan bagaimana perempuan menghadapi 

ketidakpastian hukum dan mencari jalur negosiasi untuk mendapatkan hak-haknya melalui mekanisme 

seperti itsbat talak atau gugatan mandiri ke pengadilan agama.
21

 Artikel ini juga menyoroti pentingnya 

harmonisasi antara prinsip syariah dan hukum nasional dalam kerangka negara hukum yang menjunjung 

keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
22

 

Secara metodologis, sebagian besar studi terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif normatif 

atau empiris dengan fokus pada putusan pengadilan, wawancara dengan praktisi hukum, atau observasi 

lapangan. Misalnya, studi di Pengadilan Agama Jakarta Timur menekankan pentingnya pertimbangan 

hakim terhadap nafkah iddah dan mut’ah sebagai instrumen perlindungan hak perempuan pasca talak.
23

 

Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri transformasi hukum keluarga Islam 

sejak era kolonial hingga modern, yang menunjukkan terjadinya pergeseran dari dominasi fiqh klasik 

menuju regulasi negara melalui UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Huis, 2019). Studi lain 

juga mengangkat dinamika perbedaan pandangan antar ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU 

yang memperkuat dualisme norma dalam praktik perceraian.
24

 

Sebagai sintesis konseptual, penelitian ini memadukan pendekatan normatif-hukum dengan data 

empiris dari aktor-aktor kunci seperti hakim pengadilan agama, tokoh agama, dan perempuan korban 

talak lisan. Dengan menggunakan analisis tematik dan triangulasi data terhadap peraturan perundang-

undangan dan yurisprudensi, studi ini menempatkan dirinya dalam arus kajian hukum keluarga Islam 
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yang kontekstual dan responsif terhadap isu keadilan gender. Selain itu, integrasi teori keadilan gender 

dan kepastian hukum memberikan kerangka analitis yang kuat untuk mengevaluasi efektivitas sistem 

hukum dalam menjawab praktik sosial yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip legal 

formal. 

ME TODE  PENE L ITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus, yang bertujuan 

untuk mengkaji secara mendalam praktik talak lisan di luar pengadilan serta implikasinya terhadap 

perlindungan hak perempuan di Kota Probolinggo. Strategi studi kasus dipilih karena memungkinkan 

eksplorasi kontekstual terhadap fenomena hukum dalam kehidupan sosial yang kompleks dan dinamis. 

Pendekatan ini relevan dalam studi hukum yang bersifat interpretatif dan kritis terhadap dinamika 

antara norma hukum formal dan praktik sosial-keagamaan yang berkembang dalam masyarakat lokal. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-struktural dengan subjek penelitian yang 

meliputi hakim pengadilan agama, tokoh agama lokal, dan perempuan Muslim yang mengalami talak di 

luar pengadilan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, serta 

interpretasi hukum dari para informan secara mendalam. Data sekunder diperoleh dari dokumen 

peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan agama terkait kasus talak, serta literatur ilmiah seperti 

jurnal hukum, buku ajar, dan laporan institusi resmi yang relevan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara semi-struktural, 

studi dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan secara langsung dengan panduan 

pertanyaan terbuka yang telah disusun sebelumnya, untuk menggali informasi empiris dari pengalaman 

subjek yang berkaitan langsung dengan fenomena talak lisan. Studi dokumentasi dilakukan dengan 

mengkaji putusan pengadilan agama, peraturan hukum, dan fatwa MUI terkait validitas talak di luar 

pengadilan. Sementara itu, studi pustaka mencakup penelusuran literatur hukum dan kajian keislaman 

dari jurnal terindeks untuk mendukung konteks normatif penelitian.
25

 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup data atau literatur yang: (1) diterbitkan dalam lima 

tahun terakhir, (2) bersifat open-access dan terindeks dalam jurnal bereputasi, (3) berfokus pada isu 

talak, perceraian, hukum keluarga Islam, atau perlindungan hak perempuan, dan (4) relevan secara 
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kontekstual dengan praktik di Indonesia, khususnya di lingkungan masyarakat Muslim. Kriteria eksklusi 

mencakup sumber yang tidak memenuhi kaidah ilmiah, tidak tersedia dalam akses terbuka, serta tidak 

secara langsung membahas praktik atau dampak hukum talak lisan di luar pengadilan. Proses seleksi 

literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data ilmiah dan repositori jurnal hukum Islam untuk 

memastikan validitas akademik dari setiap rujukan yang digunakan.
26

 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah praktik talak lisan oleh suami di luar pengadilan yang 

terjadi dalam komunitas Muslim di Kota Probolinggo. Subjek kajian meliputi: (1) perempuan yang 

mengalami perceraian secara lisan dan terdampak secara hukum maupun sosial; (2) tokoh agama yang 

menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga; dan (3) hakim pengadilan 

agama yang memiliki peran dalam menilai legalitas dan konsekuensi hukum dari praktik talak tersebut. 

Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam kasus, 

pengetahuan substansial tentang hukum Islam, serta posisi strategis dalam sistem hukum atau sosial-

keagamaan lokal.
27

 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik dan analisis normatif. Analisis 

tematik diterapkan terhadap data hasil wawancara melalui proses pengkodean, kategorisasi, dan 

penemuan pola-pola tematik yang berkaitan dengan pelaksanaan talak, persepsi hukum, dan dampak 

sosial terhadap perempuan. Proses ini dibantu oleh perangkat lunak analisis kualitatif seperti NVivo 

untuk mengorganisasi dan memvisualisasikan hubungan antartema. Sementara itu, analisis normatif 

dilakukan terhadap teks hukum, yurisprudensi, dan fatwa keagamaan dengan pendekatan hermeneutik 

dan interpretatif, untuk menilai kesesuaian antara praktik lapangan dengan ketentuan hukum positif dan 

prinsip syariah.
28

 Kedua teknik ini dilengkapi dengan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas 

dan reliabilitas hasil analisis.
29

  

HASIL  DAN  PE MBAHASAN  

Penelitian ini menghasilkan tiga tema utama berdasarkan analisis tematik terhadap data lapangan 

yang diperoleh dari wawancara dengan perempuan Muslim korban talak lisan, hakim pengadilan agama, 

dan tokoh agama di Kota Probolinggo, serta dari studi dokumentasi terhadap peraturan dan putusan 

pengadilan. Tema-tema ini adalah: (1) Bentuk dan Pola Praktik Talak Lisan di Masyarakat, (2) 

Ketidaksesuaian dengan Prosedur Hukum Formal, dan (3) Dampak terhadap Perlindungan Hak-Hak 
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Perempuan. Ketiga tema tersebut mencerminkan ketegangan antara norma sosial-keagamaan dan 

sistem hukum negara dalam kasus perceraian berbasis praktik talak di luar pengadilan. 

Tema pertama, Bentuk dan Pola Praktik Talak L isan di Masyarakat, menunjukkan bahwa praktik 

talak masih banyak dilakukan secara lisan oleh suami tanpa disertai pengajuan cerai ke pengadilan 

agama. Informan dari kalangan perempuan korban menyatakan bahwa talak dilakukan dalam berbagai 

bentuk, mulai dari ucapan langsung di hadapan istri, melalui pesan teks, hingga pernyataan kepada 

tokoh agama lokal yang kemudian dianggap sah oleh komunitas. Dalam beberapa kasus, tokoh agama 

bahkan memberikan legitimasi terhadap talak tersebut tanpa mendorong proses legal formal. Data ini 

diperkuat oleh temuan dalam studi di Aceh yang menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat 

menganggap talak sah jika dilakukan oleh suami di hadapan saksi atau tokoh agama, tanpa perlu melalui 

pengadilan.
30

 Dalam konteks Kota Probolinggo, bentuk talak ini sering kali berlangsung secara sepihak, 

mendadak, dan tanpa klarifikasi prosedural, sehingga perempuan ditinggalkan tanpa status hukum yang 

jelas dan tanpa perlindungan sosial. 

Tema kedua, Ketidaksesuaian dengan Prosedur Hukum Formal, menunjukkan bahwa mayoritas 

praktik talak lisan tersebut tidak melalui proses hukum sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim pengadilan agama yang diwawancarai 

menyatakan bahwa talak hanya sah secara hukum apabila diputuskan oleh pengadilan berdasarkan 

permohonan cerai dari suami atau gugatan cerai dari istri. Namun, dalam praktiknya, mayoritas pelaku 

talak lisan tidak pernah mendaftarkan permohonan ke pengadilan, sehingga menyebabkan putusnya 

hubungan pernikahan secara sosial tetapi tidak secara hukum. Kondisi ini juga tercermin dalam hasil 

penelitian di Pekalongan yang menunjukkan rendahnya tingkat pelaporan kasus perceraian ke 

pengadilan karena adanya persepsi bahwa perceraian secara agama sudah cukup sah.
31

 Akibatnya, 

perempuan yang diceraikan secara lisan kehilangan akses terhadap hak-haknya seperti nafkah iddah, 

mut’ah, atau hak atas harta bersama. 

Tema ketiga, Dampak terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan, memperlihatkan kerentanan 

perempuan pasca perceraian akibat tidak diakuinya status cerai secara hukum. Sebagian besar informan 

perempuan menyatakan tidak menerima surat talak, tidak memiliki bukti administratif, dan tidak dapat 

mengakses layanan hukum atau sosial. Hal ini menyebabkan hilangnya hak atas akta cerai, kesulitan 

dalam pengurusan hak asuh anak, dan ketidakmampuan menuntut nafkah pasca perceraian. Dalam 

beberapa kasus, perempuan juga mengalami tekanan sosial karena dianggap masih berstatus istri secara 

hukum, meskipun sudah ditinggalkan oleh suami. Fenomena ini konsisten dengan temuan studi di 
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Situbondo yang mencatat bahwa perempuan korban talak lisan sulit membuktikan statusnya di depan 

hukum dan tidak mampu menuntut haknya di pengadilan.
32

 Selain itu, penelitian di Jakarta Timur 

menunjukkan bahwa tanpa akta cerai resmi, perempuan tidak dapat memperoleh akses terhadap 

perlindungan hukum, termasuk dalam hal tunjangan anak atau akses ke jaminan sosial.
33

 

Dokumentasi terhadap putusan pengadilan agama juga menunjukkan bahwa dalam banyak 

kasus isbat talak atau gugatan cerai yang diajukan perempuan pasca talak lisan, pengadilan mengalami 

kesulitan dalam menentukan waktu perceraian, status hukum, dan pembuktian niat talak. Hal ini 

diperkuat oleh data dalam studi yurisprudensi di Sumatera Barat yang menunjukkan bahwa pengadilan 

sering menghadapi keterbatasan bukti dalam memproses kasus perceraian yang diawali oleh talak lisan.
34

 

Beberapa hakim menyatakan bahwa tidak adanya dokumen atau saksi yang sah membuat proses hukum 

menjadi kabur dan tidak optimal melindungi perempuan. Dalam kasus lain, perempuan bahkan terpaksa 

kembali ke keluarga suami karena tidak dapat membuktikan perceraian secara legal, sebagaimana 

ditemukan dalam studi tentang talak lisan di Kalimantan Selatan.
35

 

Data tambahan dari wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa sebagian besar tokoh 

mengakui bahwa proses perceraian melalui pengadilan penting secara hukum, namun dalam praktiknya 

mereka tetap mengakui talak secara lisan karena tekanan tradisi dan tafsir fiqh klasik. Dalam beberapa 

kasus, tokoh agama bahkan enggan menyarankan istri untuk menuntut haknya melalui jalur hukum 

formal karena dianggap tabu atau merusak kehormatan keluarga. Studi yang dilakukan di Aceh Barat 

juga menemukan bahwa norma patriarkal dan budaya malu menjadi penghalang utama bagi perempuan 

untuk mengakses keadilan pasca talak.
36

 

Sebagian besar data menunjukkan bahwa perempuan korban talak lisan berada dalam posisi 

hukum yang lemah, tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial, serta menghadapi hambatan 

struktural dan kultural dalam menuntut hak-haknya. Studi komparatif di Yogyakarta dan Lampung 

menunjukkan bahwa inisiatif dari LSM lokal sangat berperan dalam mendorong perempuan untuk 
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mengajukan isbat talak atau menuntut haknya di pengadilan, namun efektivitasnya sangat bergantung 

pada dukungan institusional dan kesadaran hukum individu.
37

 

Pembahasan 

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa praktik talak lisan di luar pengadilan masih 

banyak terjadi di Kota Probolinggo dan menyebabkan ketimpangan akses terhadap perlindungan 

hukum bagi perempuan. Hasil ini menjawab pertanyaan penelitian terkait bagaimana praktik talak lisan 

dilaksanakan dalam masyarakat serta bagaimana ketidaksesuaian prosedural dengan hukum formal 

berdampak langsung terhadap hak-hak perempuan. Dalam konteks ini, terlihat jelas bahwa perempuan 

menjadi pihak yang paling dirugikan akibat tidak adanya legalitas formil perceraian dan lemahnya 

pengakuan terhadap hak-hak mereka setelah talak terjadi. 

Dalam kerangka teori keadilan gender, temuan ini menegaskan bahwa praktik talak lisan 

memperkuat relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam institusi keluarga. Ketika 

suami dapat menceraikan istri secara sepihak tanpa mekanisme formal, maka perempuan tidak hanya 

kehilangan perlindungan hukum, tetapi juga kehilangan posisi tawar dalam struktur sosial. Perspektif ini 

sejalan dengan konsep yang diajukan oleh Azhari & Asmuni (2023), bahwa reformasi hukum keluarga 

Islam harus memperhitungkan kerangka keadilan substantif dan relasi kuasa gender yang ada dalam 

masyarakat patriarkal.
38

 Sementara dalam kerangka teori kepastian hukum, temuan ini menunjukkan 

bahwa ketiadaan prosedur hukum formal menyebabkan status hukum perempuan menjadi kabur, 

sehingga prinsip legal certainty tidak terpenuhi sebagaimana diharapkan dalam sistem hukum positif.
39

 

Jika dibandingkan dengan studi-studi terdahulu, temuan ini memperkuat hasil penelitian di 

daerah lain seperti di Situbondo dan Pekalongan yang menunjukkan bahwa praktik talak lisan sering 

dilegitimasi oleh tokoh agama dan diterima secara sosial meski bertentangan dengan hukum formal.
40

 

Namun, penelitian ini juga mengungkap dimensi baru, yaitu bagaimana perempuan secara individual 

mencoba menegosiasikan status hukumnya melalui mekanisme isbat talak atau gugatan mandiri ke 

pengadilan agama, meskipun dengan hambatan administratif dan budaya yang besar. Hal ini sejalan 
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dengan hasil temuan Hasanudin (2024) yang menunjukkan bahwa perempuan sering menggunakan jalur 

hukum sebagai bentuk resistensi terhadap ketidakadilan struktural dalam hukum keluarga Islam.
41

 

Kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada integrasi antara data empiris dan analisis normatif-

yuridis untuk menunjukkan bahwa ketimpangan prosedural dalam praktik perceraian tidak hanya 

merupakan masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan budaya yang mengakar. Berbeda dengan 

studi hukum yang semata-mata berfokus pada norma positif atau praktik pengadilan, penelitian ini 

menyertakan perspektif aktor lokal dan korban langsung sebagai sumber utama analisis. Hal ini 

memungkinkan munculnya gambaran yang lebih kompleks mengenai bagaimana hukum dijalankan 

secara de facto di masyarakat. Dengan demikian, artikel ini memperluas cakupan kajian hukum keluarga 

Islam dari yang bersifat tekstual menjadi kontekstual dan praksis.
42

 

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data empiris yang 

diperoleh terbatas pada informan dari satu kota, yaitu Probolinggo, sehingga generalisasi hasil ke 

wilayah lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Kedua, sebagian besar informasi yang diperoleh bersifat 

naratif dan tidak dapat diverifikasi secara dokumen formal, terutama dalam kasus talak yang dilakukan 

secara privat dan tanpa saksi. Ketiga, keterbatasan akses terhadap arsip putusan pengadilan agama juga 

menghambat analisis yurisprudensi yang lebih komprehensif. Dalam hal ini, pendekatan triangulasi data 

telah dilakukan untuk mengurangi bias, namun tidak sepenuhnya dapat mengatasi kendala representasi 

data. 

Temuan dalam penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting bagi pengembangan 

kebijakan dan praktik hukum. Pertama, diperlukan penguatan literasi hukum masyarakat, khususnya 

tentang pentingnya perceraian formal melalui pengadilan untuk menjamin hak-hak perempuan. 

Program-program sosialisasi hukum dari Kementerian Agama atau lembaga bantuan hukum dapat 

diarahkan secara khusus pada komunitas Muslim di daerah dengan tingkat praktik talak lisan yang 

tinggi.
43

 Kedua, perlu ada pelatihan perspektif gender bagi tokoh agama lokal agar mereka tidak hanya 

memahami fiqh klasik tetapi juga prinsip perlindungan hak asasi dan hukum nasional yang berlaku.
44

 

Ketiga, dibutuhkan penguatan peran lembaga non-pemerintah seperti LSM perempuan dalam 
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mendampingi korban perceraian dan membantu proses hukum, sebagaimana terbukti efektif dalam 

beberapa wilayah seperti Yogyakarta dan Jakarta Timur.
45

 

Implikasi lain adalah perlunya reformulasi regulasi dalam hukum keluarga Islam yang secara 

eksplisit membatalkan keabsahan talak yang tidak melalui proses pengadilan. Saat ini, hukum Indonesia 

memang menyaratkan perceraian melalui pengadilan, namun belum memiliki ketentuan sanksi terhadap 

pelaku talak lisan di luar prosedur hukum. Dalam hal ini, penelitian seperti yang dilakukan oleh Rofiq et 

al. (2023) mengusulkan harmonisasi antara tafsir fiqh dan hukum negara agar tidak terjadi tumpang 

tindih norma yang merugikan perempuan.
46

 Selain itu, perlu juga dibangun basis data nasional tentang 

perceraian yang terintegrasi antara pengadilan agama, Dinas Kependudukan, dan lembaga sosial agar 

status hukum perempuan pasca perceraian dapat tercatat secara resmi dan konsisten.
47

 

KE SIMPULAN  

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik talak lisan yang dilakukan di luar pengadilan masih 

berlangsung secara signifikan dalam masyarakat Muslim Kota Probolinggo, dengan bentuk yang 

bervariasi mulai dari pernyataan langsung, melalui pesan, hingga perantara tokoh agama. Praktik ini 

bertentangan dengan ketentuan hukum formal di Indonesia yang mensyaratkan proses perceraian 

melalui pengadilan agama. Ketidaksesuaian prosedural ini menyebabkan hilangnya kepastian hukum 

dan berdampak langsung pada perlindungan hak-hak perempuan, khususnya terkait nafkah, hak asuh 

anak, dan status hukum pasca perceraian. Perempuan yang mengalami talak lisan umumnya tidak 

memiliki akses administratif atau legal terhadap sumber perlindungan hukum, sehingga menempatkan 

mereka dalam posisi sosial dan hukum yang rentan. 

Artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman mengenai 

ketegangan antara norma hukum negara dan praktik keagamaan dalam konteks hukum keluarga Islam. 

Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang diperkaya data empiris, penelitian ini tidak 

hanya menjelaskan permasalahan secara deskriptif, tetapi juga mengungkap dimensi struktural, kultural, 

dan gender yang melekat dalam praktik talak lisan. Kontribusi ini diharapkan dapat menjadi rujukan 

dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil gender serta penguatan mekanisme perlindungan hukum 

bagi perempuan dalam konteks perceraian. 
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Implikasi dari temuan ini mendorong perlunya reformasi kebijakan hukum keluarga Islam yang 

lebih responsif terhadap dinamika sosial dan keadilan substantif bagi perempuan. Pemerintah, 

pengadilan agama, serta tokoh agama perlu meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperketat 

regulasi mengenai keabsahan talak, serta memperluas akses bantuan hukum bagi perempuan yang 

terdampak perceraian informal. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan model 

intervensi berbasis komunitas untuk mengatasi hambatan budaya dan memperkuat kesadaran hukum 

perempuan di tingkat lokal. 
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